
BUPATI LAMPUNG TIMUR 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUP~TI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR .g.g TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TAHUN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

b. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 dapat 
terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan 
serta guna memberi pedoman dalam penyusunan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2019; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di 
atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lampung Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4421); 

3. Undang-Undang Norn.or 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 481 7); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 21 Tahun 2011; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2019; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 



Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 15); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2019 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Larnpung Timur. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan rnengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 



pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah daerah 
tahunan. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
setiap perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan 
DPRD. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

BABII 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RKPD Kabupaten Lampung Timur sebagai dokumen tahunan 
perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana 
kerja dan pendanaannya serta prakiraannya dengan 
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, 
baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah maupun sumber- sumber lain yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi: 
a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (Renja-PD) Tahun 2019; 
b. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 
2019. 



Paaal3 

RKPD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Paaal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Ditetapkan di SukadflI}a 
pada tanggal / h f}vl,' ~g 

CHUSNUNIA 
Diundangkan di Sukadana 
pada tan al /6 ~ · 0-018 

AERAH 

SY 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR J)o 


